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CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH 

s1 Memiliki integritas dan etika profesi hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila 

p4 Menguasai konsep teoritis mengenai hukum materiil  

KU1 Mampu berpikir secara kritis, logis dan sistematis 

KU3 Mampu bekerja secara individu dan kolektif 

KU2 Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan 

kk2 Mampu melakukan mediasi dan negosiasi  

kk4 Mampu menyusun kontrak dan perancangan peraturan perundang-undangan  

CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR 



Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep teoritik tentang hukum dan pembangunan, serta mampu 
mengkaji teori-teori terkait dengan masalah-masalah hukum dan pembangunan dan implikasinya dalam pembangunan daerah dan negara secara 
keseluruhannya 

DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH 

            Mata kuliah ini mempelajari kaitan antara hukum dan pembangunan, teori-teori hukum konvensional dan modern tentang hukum dan pembangunan. 
Selain itu juga mata kuliah ini membahas juga mengenai hakikat dan hubungan hukum dan pembangunan. Apa itu hukum dan bagaimana fungsi dalam 
pembangunan. Oleh karena dalam proses pembangunan sering ada ekses berupa penyimpangan berupa korupsi sehingga dalam mata kuliah ini akan 
membahas pula beberapa hal yang terkait dengan korupsi dalam pembangunan, terutama upaya-upaya dan strategi untuk mencegah terjadinya 
korupsi. Begitu juga dengan kendala-kendala yang dialami dalam proses pembangunan. Pada ujung perkuliahan, akan dibahas juga mengenai 
bagaimana reformasi hukum dan fakator yng berpengaruh dalam penegakan hukum di Indonesia. 
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